
Sasaran

Fase 1

Sasaran 

Antara

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar 
inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

7.11

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 

koordinasi, 

pembinaan, dan 

pengawasan terkait 

perencanaan daerah

7.10

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA menunjukkan

komitmen dan menjalankan 

peran koordinasi, pembinaan, 
dan pengendalian terkait 

perencanaan daerah

7.9
Pemprov/Pemda lokasi SKALA mengintegrasikan berbagai rencana aksi (antara lain: SPM, Disabilitas, Lansia, dan Kelompok 
rentan lainnya) dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan

7.12
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan yang berorientasi pada penerapan dan 
pemenuhan layanan dasar inklusif, secara tepat waktu dan berkualitas

7.13

Kelompok perempuan,

disabilitas dan kelompok


rentan lainnya berpartisipasi 
dalam proses penyusunan 

rencana aksi dan

perencanaan daerah 

4.5.2.3 

Input teknis rancangan dokumen 
RPJMD tahun 2025-2029 yang 
berorientasi pada pemenuhan 
layanan dasar yang inklusif 

4.5.2.2 

input teknis rancangan dokumen 
RPJPD tahun 2025-2045 yang 
berorientasi pada pemenuhan 
layanan dasar yang inklusi 

4.5.2.4 

Input teknis rancangan dokumen 
RKPD yang berorientasi pada 
pemenuhan layanan dasar yang 
inklusif 

4.2.1.3 

Rekomendasi rancangan 
dokumen RPJM Daerah tahun 
2025-2029 untuk emenuhan 
standar pelayanan minimal

4.2.1.2 

ekomendasi rancangan dokumen 
RPJP Daerah tahun 2025-2045 
untuk pemenuhan standar 
pelayanan minimal

7.1.1.2

Input teknis penyusunan 
peraturan daerah tentang 
perlindungan anak dan 
pemberdayaan perempuan 

4.5.2.4 

rancangan dokumen RKPD yang berorientasi pada 
pemenuhan layanan dasar yang inklusif

4.2.3.4

Rekomendasi 
rancangan 
desain 

pengendalian 
dan evaluasi 
pembangunan 
Papua

6.1.3.2 

Fasilitasi 
teknis 
penguatan 
kapasitas 
pimpinan 
daerah 

dalam 
penyediaan 
layanan dasar 

4.5.2.3 rancangan dokumen RPJMD tahun 

2025-2029 yang berorientasi pada pemenuhan 

layanan dasar yang inklusif 4.2.1.3

4.5.2.2 

rancangan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 
yang berorientasi pada pemenuhan layanan 
dasar yang inklusif 4.2.1.2

7.2

Pemerintah pusat 

mengeluarkan 
pedoman 

perencanaan berbasis 
SPM, kebutuhan 
Disabilitas, Lansia, dan 
kelompok rentan 
lainnya

7.8

Pemerintah pusat 
melakukan 
pemutakhiran 

kodefikasi nomenklatur 

kegiatan

7.4
Pemprov/Pemda lokasi SKALA Pemda memiliki rencana 
aksi (antar lain: SPM, PUG, Disabilitas, Lansia, dan 
Kelompok rentan lainnya)

7.7
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki kapasitas 
untuk menyusun perencanaan secara tepat waktu 
dan berkualitas melalui SIPD-RI

7.1

Pemerintah pusat 

mengeluarkan regulasi 
dan kebijakan 
perencanaan daerah 
untuk penyediaan 

layanan dasar inklusif, 
berkualitas, dan 
partisipatif

7.3

Pemprov/Pemda lokasi 

SKALA memiliki 
analisis terkait 
problematika 

pembangunan dan 
prioritas-prioritas 
pemerintah

7.5

Pemerintah pusat 

menerbitkan pedoman 

tata kelola evaluasi 

dokumen perencanaan 

termasuk melalui SIPD-RI

7.6

Pemerintah pusat 

menyusun modul 

peningkatan kapasitas 

perencana daerah dan 

memfasilitasi 
penguatan 

kapasitas Pemprov/
Pemda

1.2.1.8

Hasil analisis dan 

rekomendasi 

perencanaan 

berbasis wilayah

1.2.1.11

Terlatihnya tenaga 

perencana dalam 

menyusun matriks 

cascading 

perencanaan (di 

tingkat Pusat)

3.1.1.4 

Input teknis uji coba 
penyusunan 

rencana aksi daerah 
pembangunan 

kesetaraan gender di Aceh 
dan NTB

1.6.2.1 

Input teknis penyusunan pedoman 

peningkatan kapasitas tenaga perencana 
dalam menyusun matriks cascading 
perencanaan

3.1.1.3 

Input teknis penyusunan 
pedoman penyunan RAD 
pembangunan 

kesetaraan gender

1.6.1.1

Input teknis pemutakhiran 

klasifikasi, kodefikasi, dan 
nomenklatur perencanaan 

pembangunan

1.2.3.2

Rekomendasi teknis 
integrasi platform sistem 
pelaporan 6 urusan SPM 
dalam SIPD-RI

4.2.1.6

ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang 
relevan terlatih dalam menyusun matriks cascading 
perencanaan 

4.5.1.1 

ASN Pemprov pada 
unit kerja yang 
relevan terlatih 
dalam menyusun 
perencanaan, 
termasuk 
pemanfaatan 
cascade 
nomenklatur 
rumusan program 
dan kegiatan dalam 
dokumen 
perencanaan

4.2.1.5

Rekomendasi teknis untuk cascade 
nomenklatur rumusan program dan 
kegiatan dalam dokumen 
perencanaan (RPJPD, RPJMD, 
RESTRA)

4.5.1.2 

Fasilitasi teknis 
penguatan 
kapasitas jabatan 
fungsional analis 
kebijakan dalam 
menyusun 
rekomendasi 
kebijakan untuk 
layanan 

dasar yang inklusif

7.1.2.1 

ASN Pemprov dari 
unit kerja yang 
relevan terlatih 
dalam penyusunan 

perencanaan dan 
penganggaran 
yang responsif 
GEDSI

1.2.1.9

Rekomendasi 
rancangan 

Permendagri 
tentang partisipasi 

publik dalam proses 
perencanaan 

pembangunan

7.1.3.2 Hasil analisis dan 

pemetaan isu 
pengarusutamaan GEDSI 
dalam dokumen 
perencanaan dan 

penganggaran daerah

3.2.1.1

Input teknis 
penyusunan 

panduan 
pelaksanaan 
partisipasi publik 
dalam 
penyelenggaraan 
pembangunan 
daerah

4.5.2.1 

Hasil analisis pemetaan 
tantangan dan isu-isu 
strategis pembangunan 
daerah terkait penyediaan 
layanan dasar

3.1.1.5 

Input teknis 

pengembangan 

disain penguatan 

kapasitas terkait 
PUG

7.1.1.7 

Hasil analisis dan 
rekomendasi teknis terkait 
fasilitas publik yang inklusif 

NT

3.1.1.8

Input teknis 

penyusunan buku 

pedoman tagging 

GEDSI dalam SIKD

2.4.1.2

Input teknis 

pemanfaatan data 

regsosek dalam 
rangka 

mendukung 

implementasi IPKK 

1.6.1.2

Input teknis 
penyusunan kebijakan 
tentang pedoman 
penyusunan (RPJMD) 
2025-2029

1.2.1.5

Rekomend
asi 

pedoman 

penyusu
nan 

RPJMD 
tahun 

2025-2
029

1.2.1.4

Rekomend
asi 

pedoman 

penyusu
nan 

RPD 2024

1.2.1.3

Rekomend
asi 

pedoman 

penyusu
nan 

RPJPD 
2025-

2045

1.6.1.3

Input teknis 
penyusunan 

kebijakan tentang 

pedoman 
penyusunan 

RKPD 2026

1.2.1.6

Rekomendasi 

pedoman 

penyusunan 

RKPD tahun 
2025

1.2.1.7

Rekomendasi 

rancangan 
revisi 

Permendagri 
No. 

86 Tahun 
2017

3.1.1.11

Input teknis 
penyusunan 

regulasi dan 
kebijakan 

penyandang 
disabilitas 

1.6.1.7 
penyusunan 

rekomendasi 
strategi 

pengurangan 

kemiskinan dan 

ketimpangan 

antarwilayah 
melalui 

penyediaan 
layanan 

dasar di wilayah 

regional II

3.1.1.5

Input teknis 
pengembangan 

desain penguatan 
kapasitas terkait PUG 

3.1.1.12 
penyusunan 

pedoman 

perhitungan 

anggaran untuk 
PD

3.1.1.9 

valuasi RAN PD 

untuk Presidential 
Report 

2.4.1.2 Input teknis 

pemanfaatan data 
regsosek 

dalam rangka 
mendukung 

implementasi IPKK

1.6.1.5 

pengembangan 

basis data 
kinerja 

provinsi sebagai 
bahan 

rekomendasi 
penentuan 

lokasi prioritas

3.1.1.3 Input 

teknis dalam 

penyusunan 
RAD 
pembangunan 

kesetaraan 
gender 

3.1.1.1 Input 
teknis 

penguatan 

pengarusutam
aan 

gender dalam 

penyusunan 
RPJMN

3.1.1.10 evaluasi 

komprehensif 

operasionalitas 
dan 

ketercapaian 
RAN PD

1.6.1.6 
Penyusunan 

rekomendasi 
strategi 

pengurangan 

kemiskinan dan 

ketimpangan 

antarwilayah 
melalui 

penyediaan 
layanan 

dasar di wilayah 

regional I

3.1.3.2 

Rekomendasi teknis tentang 

implementasi RAN PD

3.1.1.8

Input teknis 

penyusunan 
buku 

pedoman 
tagging 

GEDSI dalam 
SIKD

3.2.1.4 input 
teknis 

materi lomba 

bedah data 
APBD 

2025 

3.1.1.1

Input teknis 
penguatan 
pengarusutamaan 
gender dalam 
penyusunan RPJMN

3.1.1.2 Input 

teknis dalam 

penyusunan 
RAN 

pembangunan 

kesetaraan 
gender 

3.1.1.4 Input 

teknis 
penyusunan 

RAD 
Pembangunan 

kesetaraan 
gender 

di Aceh dan 
NTB

4.2.2.4

Rekomendasi 
rancangan 
RAD 
penerapan 
SPM 

7.1.1.1 

Rekomendasi 
teknis 

penyusunan 
peraturan 
daerah 
tentang 
rencana aksi 
pengarusutam
aan gender

7.1.1.4 

penyusunan 
peraturan 
daerah 
tentang 
penyandang 
disabilitas

AC

7.1.1.5 

penyusunan 
perkada 
tentang 
peraturan 
daerah 
tentang 
penyandang 
disabilitas

AC

7.1.1.6 

Input teknis 
penyusunan 
RAD 
penyandang 
disabilitas

7.1.2.1

7.1.1.8 

Rekomendasi 
teknis 

penyusunan 
peraturan 
kepala daerah 
tentang 
kelanjutusiaan

NT NB

2025-2026 2024-2025 2023-2024
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